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Penelitian ini berjudul Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual 
Beli Hp Bekas di Arif Cellular Batusangkar Kabupaten Tanah Datar. Skripsi ini 
di latar belakangi permasalahan berkenaan dengan pelaksanaan jual beli hp bekas di 
Arif cellular Batusangkar Kabupaten Tanah datar. 
Rumusan masalah dalam skripsi ini ialah bagaimana Pelaksaaan jual beli hp 
bekas di Arif Cellular Batusangkar Kabupaten Tanah Datar, dan bagaimana tinjauan 
fiqih muamalah terhadap pelaksanaan jual beli hp bekas di Arif Cellular Batusangkar 
Kabupaten Tanah Datar. Adapun tujuan penilitian ialah untuk mengetahui bagaimana 
pelaksanaan jual beli hp bekas di arif cellular Batusangkar Kabupaten Tanah Datar 
dan bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan jual beli bekas Arif 
Cellular Batusangkar Kabupaten Tanah Datar. 
 Skripsi ini berbentuk field research (penelitian lapangan) yang berlokasi di 
kenagarian Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Dan subjek 
dalam penilitian ini adalah Arif Cellular Batusangkar sebagai penjual dan 
pembeli hp bekas di Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, 
sedangkan objek penilitiannya adalah masyarakat Batusangkar dalam jual beli hp 
bekas di Arif Cellular Batusangkar Kabupaten Tanah Datar. Populasi dalam penilitian 
ini yang menjadi populasi terdiri dari 1 orang pemilik konter, dan 4 orang karyawan 
toko, dan para pembeli. sedangkan mengenai para pembeli tidak ditemukan data yang 
pasti di Arif Cellular Batusangkar. Akan tetapi berdasarkan hasil survey yang 
dilakukan penulis menemukan jumlah pembeli 30 orang, sehingga total populasi 
berjumlah 35 orang. Karena jumlah populasi pembeli relative banyak, maka penulis 
mengambil sample sebanyak 15 orang untuk kebutuhan angket dengan teknik 
pengambilan sample secara Random. 
 Adapun sumber data dari penilitian ini adalah data primer dan data sekunder. 
Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara, Observasi, 




 Hasil penilitian ini memaparkan bahwa, Pelaksanaan jual beli hp bekas di Arif 
cellular Batusangkar ialah adanya ketidakterbukaan dalam melakukan jual beli hp 
bekas di Arif cellular Batusangkar sehingga adanya ketidakridhoan dari para pembeli. 
Menurut perspektif fiqih muamalah mengenai pelaksanaan jual beli di Arif cellular 
Batusangkar yang terjadi di toko ini tidak sesuai dengan ketentuan syari’at Islam, 
pelaksanaan jual beli di toko tersebut terindikasi kepada jual beli terlarang yaitu jual 
beli yang tidak transparan. Ketidakterbukaan dari pihak toko maka adanya 
ketidakridhoan pembeli, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan dan 
pihak toko juga tidak memberlakukan hak khiyar atas barang yang sudah dibeli, 
dengan adanya hak khiyar yang juga menjadi penunjang keridhoan salah satu pihak 
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A. Latar Belakang Masalah 
Manusia sebagai makhluk individual yang berjiwa dan berada juga 
sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam 
masyarakat. Sebagai makhlus sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan 
adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup bermasyarakat, 




 Allah SWT. menjadikan manusia masing-masing berhajat pada  orang 
lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar  keperluan,  dalam  
segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam urusan  diri 
sendiri maupun kemaslahatan umum. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang 
semakin hari semakin bertambah dan beraneka ragam, maka  dalam  
pemenuhan hidupnya itu ditempuh dengan berbagai cara, Allah menghalalkan 
jual-beli dan mengharamkan riba karena jual-beli adalah sepenting-penting 
muamalah yang diperlukan masyarakat dan sangat dibutuhkan  untuk  
keperluan hidup. Hingga bisa dikatakan dalam hidup bermasyarakat berkisar 
selain jual-beli dari jual-beli ini pula manusia dapat saling berinteraksi antara 
satu dengan yang lainnya, secara umum hubungan  yang  humanis  akan  tercipta pada 
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Dalam perekonomian di masa sekarang ekonomi tidak luput dari 
komonikasi sebagai jalan transaksi dalam penjual belian seperti halnya hp 
sebagai penghubung dalam jual beli. Dalam masyarakat tingkat kebutuhan 
terhadap hp sangat dominan dibutuhkan bagi konsumen seperti halnya 
masyarakat yang kurang mampu lebih memilih hp bekas sebagai alat 
penghubung transaksi jual belinya, Seperti jual beli online. karena tingkat 
kebutuhan masyarakat tersebut sangat terbatas sebab kurang mampu atau 
berada pada pereknomian di level bawah. 
Jual beli merupakan tolak ukur dalam penghubung antara penjual 
dengan pembeli dan sebagai alat pengukuran mengenai tingkat kesukaran 
dalam minat pembelian untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Mengenai 
kualitas dalam penyajian jual beli dalam hal ini tidak dilihat dari bagus atau 
buruknya suatu  barang tetapi dilihat dari kualitas harus diukur melalui sudut 
pandang konsumen terhadap kualitas produk itu sendiri, sehingga selera 
konsumen disini sangat berpengaruh. Jadi dalam mengelola kualitas suatu 
produk harus sesuai dengan kegunaan yang diinginkan oleh konsumen. Dalam 
hal ini yang penting adalah menjaga konsistensi dari output produk pada 
tingkat kualitas yang diinginkan dan diharapkan konsumen dalam memenuhi 
kualitas kebutuhan sendiri. 
Jual beli merupakan sudah menjadi tolak ukur dalam maju tidaknya 
sebuah perekonomian yang berada di suatu masyarakat dan bahkan jual beli 
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sudah menjadi sebuah kebiasaan di dalam masyarakat. Jual beli juga diartikan 
sebagai al-„adah Muhakkamah yang artinya suatu perkara yang dilakukan oleh 
satu masyarakat secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu tradisi atau 
kebiasaan.  
Berdasarkan tingkat kehidupan masyarakat yang semakin meningkat, 
maka kebutuhan masyarakat terhadap barang juga akan semakin meningkat. 
Hal ini membawa pengaruh terhadap perilaku mereka dalam memilih barang 
yang akan mereka beli ataupun yang mereka anggap paling sesuai dan benar – 
benar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Produk yang 
berkualitas dengan harga bersaing merupakan kunci utama dalam 
memenangkan persaingan, yang pada akhirnya akan dapat memberikan nilai 
kepuasan yang lebih tinggi kepada konsumen. Konsumen kini memiliki 
tuntutan nilai yang jauh lebih besar dan beragam karena dihadapkan pada 
berbagai pilihan berupa barang maupun jasa yang dapat mereka beli. Dalam hal 
ini Perusahaan yang cerdas akan mencoba memahami sepenuhnya proses 
pengambilan keputusan konsumen, semua pengalaman mereka dalam belajar, 
memilih, bahkan dalam menggunakan produk. Diantara proses alternatif dan 
pengambilan keputusan terdapat minat beli konsumen (purchase intention).
3
  
Dalam jual beli hp bekas ini yang lebih mengedepankan barang-barang 
bekas dengan alasan harga yang lebih terjangkau dan murah. Dalam 
perekonomian sekarang masyarakat untuk membeli barang-barang mewah 
agak berkurang sebab tingkat perekonomiannya rendah atau kurang mampu. 
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Dalam penjualan hp bekas ini terkadang masyarakat juga mengikuti sesuatu 
maksudnya dalam pembelian hp Samsung lipat. kepraktisan hp ini kalangan 
masyarakat pada umumnya dikarenakan hp ini mudah disimpan, imut, anti 
sadap. Harga barunya berkisaran Rp. 400.000,- sedangkan harga bekas arif 
cellular Rp. 300.000,-. masyarakat lebih mengedepankan yang murah dan lebih 
memilih Hp bekas sebab harganya sudah terjangkau, da nada juga harga hp itu 
berkisaran Rp. 350.000,- masyarakat pun tetap membelinya sebab hp ini untuk 
peredarannya di Indonesia sudah sihentikan dan menjadi langka. Menurut sales 
hp tersebut mengatakan bahwa hp ini tidak didapatkan lagi di took-toko lain 
dan sudah stop product dan harganya sudah mencapai Rp. 800.000,-. 
Dalam perekonomian masyarakat terhadap tingkat pendapatan 
masyarakat dalam pembelian hp bekas ini sangat tinggi sebab harga yang 
terjangkau dan masyarakat kurang pengetahuan terhadap teknologi tentang 
pengetahuan bahwa hp ini memiliki banyak kekurangan (minus). Di dalam 
penilitian ini terdapat banyak hal yang tidak diterangkan oleh penjual kepada 
konsumen dalam jual beli hp bekas diantaranya ada hp bekas di perjualkan 
kepada counter tersebut dan hp ini ada dari hasil pencurian kemudian dijual 
kembali kepada konsumen yang membeli dan dalam jual beli hp ini tidak 
menyediakan surat-surat hp tersebut termasuk buku panduannya. 
Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan dan atau 
jual beli dan didalamnya masuk juga bisnis.
4
 Seperti dijelaskan dalam QS. al-
Baqarah ayat 275 : 
. . .             . . . . . 
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Artinya :”…dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba…” 
 
Jual-beli adalah suatu bentuk usaha transaksi barang yang dihalalkan 
oleh Allah SWT. Selain itu, dapat diartikan sebagai suatu perjanjian tukar-
menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara 
kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain 
menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan 
Syara‟ dan disepakati.5 
Sementara itu, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari al- 
Qur‟an dan Sunnah Nabi SAW. Ia diyakini sebagai hukum yang mencangkup 
seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal. Hukum Islam tersebut 
memiliki sifat elastis dengan beberapa penggerak atau dasar-dasar pokok yang 
terus berlaku mengikuti dinamika perubahan zaman.
6
 
Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh para ahli hukum Islam 
(fuqaha’), bahwa tujuan diterapkannya hukum Islam dalam arti yang seluas-
luasnya adalah untuk menjaga kemaslahatan hidup umat manusia yang 
disesuaikan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip keadilan. Artinya, bahwa 
pembentukan hukum Islam tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan 
kemaslahatan serta keadilan bagi orang banyak, dengan mendatangkan 
keuntungan bagi mereka, menolak madharat serta menghilangkan keberatan 
(beban) dari mereka. Adapun landasan hukum yang berasal dari Hadits 
Rasulullah SAW. bersabda : 
 ُعَْيبلا َامَِّنا مَّلَسَو ِوَْيلَع ُالله ََىلَص ُِّيبَّنلا ََلاق )هاجم نبا هاور( ٍضاََرت ْنَع  
Artinya : “Sesungguhnya sahnya jual-beli atas dasar kerelaan“.  
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 T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman (Jakarta: 
Bulan Bintang, 1986), cet. ke-1, hlm. 31. 
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                (Riwayat Ibn Majah).
7
 
Islam menganjurkan dalam jual-beli harus didasari kerelaan antara 
pihak penjual dan pembeli. Kerelaan disini diartikan bahwa jual-beli yang 
dilakukan mengandung manfaat dan diberkati Allah SWT. dan menghindarkan 
kerugian (terutama pihak pembeli) yang ditimbulkan dari jual-beli tersebut 
serta tidak mengandung aspek gharar dalam surat al-Baqarah ayat 188 yang 
berbunyi : 
                         
               
Artinya :“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang 
lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 
memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan 
(jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui).8 
 
Salah satu perwujudan dari mu‟amalah yang disyari‟atkan oleh Islam 
adalah jual-beli yang merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rizki 
untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial. 
Jual beli yang sesuai dengan syari‟at Islam adalah jual-beli yang tidak 
mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran, dan riba, juga hal yang 
dapat mengakibatkan kerugian pada pihak lain (baik konsumen maupun 
pedagang) dalam praktiknya dikerjakan secara benar agar tidak terjadi saling 
merugikan. 
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Departemen Agama R. I., al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surakarta: Yayasan 
Penterjemah Penafsir al-Qur‟an Media Insani, 2010), cet. ke-1, hlm. 29. 
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Seperti dalam firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah 275 : 
                     
                              
                              
                      
Artinya : Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian 
itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 
Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah 
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-
orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, 
lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa 
yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 
(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni 
neraka; mereka kekal di dalamnya.9 
 
Dalam  pergaulan  hidup,  tiap-tiap orang  memiliki  kepentingan  
terhadap orang  lain,  maka  timbullah  dalam  pergaulan  hidup  ini  
hubungan  antar  hak  dan kewajiban.  Setiap  orang  mempunyai  hak  yang  
wajib  diperhatikan  orang  lain dalam  waktu  yang  sama  juga  menurut  
kewajiban  yang  wajib  ditunaikan.  Hubungan  hak  dan  kewajiban  itu  
diatur  dalam  kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrokan 
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 Departemen Agama R. I., al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surakarta: Yayasan 
Penterjemah Penafsir al-Qur‟an Media Insani, 2010), cet. ke-1, hlm. 47. 
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berbagai  kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur  hubungan hak 
dan  kewajiban  dalam  hidup  bermasyarakat  itu disebut mu‟amalah.10 
M.  Abdul Mujieb  mendefinisikan:  “khiyar  ialah  hak  memilih  atau 
menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah akad 
jual beli akan diteruskan atau dibatalkan”.11 Hak khiyar  ditetapkan syariat 
Islam bagi orang-orang yang  melakukan transaksi  perdata  agar  tidak 
dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang 
dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya.  Dengan kata 
lain, diadakannya khiyar oleh syara‟ agar kedua belah pihak dapat 
memikirkan  lebih  jauh  kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, 
supaya tidak menyesal di kemudian hari, dan tidak merasa tertipu. 
Jadi hak  khiyar  itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan 
dan kepuasan  timbal  balik  pihak-pihak  yang  melakukan  jual  beli.  Dari  
satu  segi memang  khiyar  (opsi)  ini  tidak  praktis karena mengandung  arti  
ketidakpastian suatu  transaksi,  namun  dari  segi  kepuasan  pihak  yang  
melakukan  transaksi, khiyar ini yaitu jalan terbaik.12 
Saat ini kondisi masyarakat masyarakatkat memang menyedihkan. 
Dalam praktek jual beli mereka sering meremehkan batasan-batasan syariat, 
sehingga sebagian besar praktek jual beli yang terjadi dalam masyarakat 
                                                             
10
 Ahmad Azhar Basyir, Azas-azas Hukum Ekonomi (Yogyakarta: UII Press, 2004). Cet. 
ke-1, hlm. 11 
 
11
 M.  Abdul  Mujieb,  Kamus  Istilah  Fiqh  (Jakarta:  PT.  Pustaka  Firdaus,  1994),  cet  
ke-1, hlm. 162. 
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dipenuhi dengan unsur penipuan dan kedzoliman. Padahal orang yang 
melakukan jual beli haruslah bebas (tidak ada paksaan)13 dan tidak boleh 
merugikan salah satu pihak, baik dari penjual maupun dari pembeli. 
Penjualan hp kadang ada yang mencari peralatan hp atau Spare Part 
untuk servisannya untuk orang yang menyediakan jasa servis. Dan peralatan 
itu hanya ada di counter yang menyediakan jasa servis juga. Barang-barang 
yang gagal hidup itu bisa di perjual belikan kembali dengan harga yang 
murah. 
Harga untuk hp bekas ini menjadi permasalahan karena nilai harga 
jual tergantung pada kekurangan hp dan juga melihat dari tingginya peminat 
dari hp tersebut. Seperti halnya hp Samsung Flip GT-E1272 Dual Sim atau 
dikenal dengan Samsung lipat, da nada merek lainnya yang serupa dengan hp 
ini yaitu adzan, strawberry dan nilai harganya hampir sama dengan harga 
yang baru karena disebabkan tingginya peminat dari hp tersebut. dan harga hp 
bekas ini tidak hanya berlaku untuk samsung saja. penjualan hp bekas ini 
tidak semuanya mulus atau  memiliki banyak minusnya sebab hp bekas ini 
hasil dari perbaikan atau service. terkadang produsen tidak menyebutkan 
kekurangan dari hp tersebut yang memiliki minus atau cacat tersembunyi, dan 
bahkan konsumen tidak mengetahuinya karena minimnya pengetahuan 
mengenai hp tersebut.  
Penjualan hp bekas ini kadang tidak memenuhi kepuasaan terhadap 
konsumen karena hp yang dibelinya bekas dan mendapatkan garansi hanya 
                                                             
13
 Ahmad isa Asyur, Fiqih Islam Praktis Bab : Muamalah, diterjemahkan oleh Abdul  
Hamid Zahwan, (Solo : CV Msutika Mantiq, 1995), cat. ke-1, hlm. 24 
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beberapa minggu secara gratis mengecam claim dari garansi tersebut. 
Dikarenakan setelah habis masa garansi baru adanya permasalahan terhadap 
hp tersebut. Dan pihak counter Claim garansi ini penjadi permasalahan yang 
banyak didapati di counter-counter  penjualan hp bekas tidak hanya bekas hp 
baru juga mendapatkannya. 
Adanya praktik semacam ini tentu sangatlah merugikan masyarakat 
yang tidak begitu memahami mengenai barang elektronik, dalam hal ini 
handphone. Masyarakat sebagai calon penjual handphone sering kali ditipu 
oleh pemilik counter dengan mengatakan bahwa handphone yang akan 
dijualnya dalam kondisi cacat. Hal tersebut dapat dikatakan pihak toko 
melakukan praktek jual beli yang kurang sesuai dengan hukum yang berlaku 
karena terdapat unsur gharar dalam transaksi tersebut. 
Berdasarkan permasalah diatas, penyusun menganggap penting dan 
perlu adanya tinjauan hukum atau penelitian hukum Islam. Untuk itu 
penyusun ikut andil dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi 
yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli 
Hp Bekas di Arif Cellular Batusangkar Kabupaten Tanah Datar”  
Penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat menjadi wacana, 
pemahaman dan wawasan baru bagi pembaca, serta memberikan titik terang 
tentang Pelaksanaan jual beli hp bekas. 
 
B. Batasan Masalah 
Mengingat terbatasnya waktu, kemampuan dan biaya yang dimiliki, 
dan mengingat agar pembahasan ini terarah dan tidak menyimpang dari topic 
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pembahasan, maka penulis membatasi hanya pada tinjauan fiqih muamalah 
terhadap pelaksanaan jual beli hp bekas di Arif Celullar Batusangkar 
Kabupaten Tanah Datar. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dilakukan penilitian dengan 
menitikberatkan kepada pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut : 
1. Bagaimana Pelaksanaan jual beli hp bekas di Arif Cellular Batusangkar 
Kabupaten Tanah Datar? 
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah mengenai Pelaksanaan jual beli hp 
bekas di Arif Cellular Batusangkar Kabupaten Tanah Datar? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penilitian 
1. Tujuan Penilitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan kepastian  
Hukum Islam mengenai status hukum jual beli hp bekas.  
Adapun kegunaan diadakan penelitian ini, antara lain: 
a. Untuk mengetahui Pelaksanaan dalam jual beli hp bekas di arif 
cellular Batusangkar Kabupaten Tanah Datar 
b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap 
Pelaksanaan jual beli bekas Arif Cellular Batusangkar Kabupaten 
Tanah Datar 
2. Manfaat Penilitian  
Adapun manfaat penilitian ini adalah  
a. Secara akademis penilitian ini diharapkan dapat memberikan 
12 
 
sumbangan pemikiran bagi perkembanagn Islam dalam rangka 
memperkaya khazanah khususnya yang berkaitan dengan jual beli; 
b. Dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada kalangan 
akademis mengenai Jual beli hp bekas di salah satu kedai tempat 
penilitian; 
c. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang tinjuan fiqih muamalah 
tentang jual beli hp bekas; 
E. Metode Penilitian 
Metode yang digunakan dalam penilitian ini adalah sebagai berikut :  
1. Jenis Penilitian 
Jenis penilitian ini adalah kuantitatif yang merupaka penilitian 
ilmiah yang sistematis terhadap baian-bagian dan fenomena serta 
hubungan-hubungannya. 
2. Lokasi Penilitian 
Penelitian ini menggunakan metode field research (penelitian 
lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terjun ke 
lapangan atau tempat atau lokasi yang akan menjadi obyek penelitian.14 
Adapun yang menjadi tempat penilitian ini adalah Arif Cellular 
Batusangkar Kabupaten Tanah Datar.  
3. Subjek dan Objek Penilitian 
a. Subjek dalam peniliian 
Subjek dalam penilitian adalah Arif Cellular Batusangkar, 
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 Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 
cet. ke-1, hlm. 80 
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Pembeli, dan Karyawan Arif Cellular Batusangkar Kabupaten Tanah 
Datar. 
b. Objek penilitian 
Objek dalam penilitian ini adalah pelaksanaan masyarakat dalam 
jual beli hp bekas di Arif Cellular Batusangkar Kabupaten Tanah 
Datar. 
F. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah keseluruhan dari aspek penilitian yang diteliti, populasi 
sebagai kumpulan atau agregasi ari seluruh elemen-elemen atau induvidu 
yang merupakan sumber informasi dalam suatu penilitian.
15
 
Maka dalam penilitian ini yang menjadi populasi terdiri dari 1 orang 
pemilik konter, dan 4 orang karyawan toko, dan para pembeli. sedangkan 
mengenai para pembeli tidak ditemukan data yang pasti di Arif Cellular 
Batusangkar. Akan tetapi berdasarkan hasil survey yang dilakukan penulis 
menemukan jumlah pembeli 30 orang, sehingga total populasi berjumlah 35 orang. 
Karena jumlah populasi pembeli relative banyak, maka penulis mengambil 
sample sebanyak 15 orang untuk kebutuhan angket dengan teknik 
pengambilan sample secara Random. 
Teknik pengambilan sampel yang diambil dengan maksud dan tujuan 
tertentu, seseorang atau sesuatu yang diambil sebagai sampel karena peniliti 
menganggap bahwa seseorang tersebut memiliki informasi yang diperlukan 
bagi penilitiannya, dan yang akan dijadikan sampel yaitu  Pemilik toko, 
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karyawan dan para pembeli hp bekas. 
G. Sumber data 
1. Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, 
dan dokumentasi bersama pemilik Arif Celllular Batusangkar Kabupaten 
Tanah Datar. 
2. Data Skunder adalah data yang tidak berhubungan langsung dengan 
responden dan merupakan data pendukung bagi peniliti, yaitu data yang 




H. Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain dengan 
menggunakan: 
1. Studi Lapangan dengan metode wawancara yakni pengumpulan data 
yang diperoleh melalui tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan 
keterangan.17 Dalam wawancara ini penyusun mempersiapkan terlebih 
dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui pedoman 
wawancara. Untuk mendapatkan data penyusun melakukan wawancara 
dengan para pemilik Toko hp yang berada di Batusangkar. 
2. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas 
fenomena-fenomena yang diteliti. Penyusun menggunakan observasi 
langsung ke daerah obyek penelitian. Disini penyusun mengamati fakta 
                                                             
16 Etta Mamang Sangatji, Metodelogi Penilitian :Pendekatan Praktis dalam penilitian, 
(Yogyakarta : Andi, 2010), ed. 1, h. 190  
17
 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, 1985), cet. ke-1, hlm. 129 
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yang ada di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan Harga jual 
beli handphone. 
3. Dokumentasi yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan 
yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada 
dalam penilitian.18 
4. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang 
ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.19 
5. Angket 
Penulis merumuskan sejumlah pertanyaan yang dibuat agar di jawab oleh 
responden atau pembeli hp bekas sehingga diperoleh data yang akurat. 
 
I. Analisis Data 
Dari data yang terkumpul maka langkah selanjutnya penyusun 
berusaha mengklarifikasi untuk dianalisis supaya menghasilkan kesimpulan. 
Adapun metode analisis data yang penyusun gunakan adalah sebagai 
berikut : 
1. Metode induktif yaitu mengambil fakta-fakta  yang khusus dan peristiwa-
peristiwa yang konkrit, kemudian dianalisa untuk ditarik kesimpulan 
yang bersifat umum. Teknik ini digunakan untuk menjawab persoalan 
praktek jual beli Hp Serta teknik deduktif yaitu penganalisaan data 
dengan menyimpulkan pengetahuan- pengetahuan konkrit mengenai 
kaidah yang benar dan tepat yang diterapkan untuk menyelesaikan suatu 
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 Emzir, Analisis Data: Metodelogi Penilitian Kuaitatif, (Jakarta : PT. Raja Grafindo 
Persada), cet. ke-1, hlm. 141 
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 Metode ini digunakan untuk 
mengetahui kaidah yang sesuai yang dapat dijadikan pedoman untuk 
menyelesaikan masalah tersebut. 
2. Metode deduktif adalah pemnahasan yang dimulai dari uraian-uraian 
yang pengertinnya bersifat umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat 
khusus, menurut sutrisno hadi prinsip deduktif adalah apa saja yang 
dipandang benar suatu ketika atau sejenis, berlaku juga dalam hal yang 




J. Metode Penulisan 
1. Metode deskriptif adalah mengungkapkan uraian fakta yang diambil dari 
lokasi penilitian. 
2. Metode deduktif adalah mengumpulkan fakta-fakta umum kemudian 
dianalisa dan diuraikan secara khusus. 
3. Metode induktif adalah mengumpulkan fakta-fakta khusus kemudian 
dianalisa dan disimpulkan secara umum. 
K. Sitematika Penilitian 
Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini dapat dijabarkan 
sebagai berikut : 
BAB I           : PENDAHULUAN  
  Bab ini merupakan bab pendahuluan yang meliputi : latar 
belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah,  
                                                             
20
 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2003), cet. ke-6, hlm. 14 
 
21
 Sutrisno Hadi, Methologi Research, (Yogyakarta : Andi Offset, 198), cet. ke-1, h. 42 
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tujuan penilitian, manfaat penilitian, metode penilitian, dan 
sistematika penulisan. 
 BAB II         : GAMBARAN UMUM LOKASI PENILITIAN 
  Bab ini berisikan tentang: sejarah kenagarian Baringin 
Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar dan 
kondisi umum Nagari Baringin. 
 BAB III        : LANDASAN TEORI 
  Pada bab ini penulis menguraikan tentang Pengertian Jual 
Beli, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam jual 
beli, jual beli terlarang, serta garansi dan resiko dalam jual 
beli.  
 BAB IV        : PENYAJIAN DATA DAN ANALISA 
  Merupakan pembahasan pelaksanaan dalam jual beli hp 
bekas dan tinjauan fiqih muamalah dalam jual beli hp bekas 
di Arif Cellular Batusangkar Kabupaten Tanah Datar. 
 BAB V          : KESIMPULAN 
  Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan 
saran berdasarkan atas uraian-uraian yang telah dibahas 





GAMBARAN UMUM LOKASI PENILITIAN 
 
A. Sejarah Kenagarian 
1. Sejarah Nagari Baringin 
Nagari Baringin mulanya terdiri dari 3 Koto yaitu suatu daerah yang 
tanahnya tinggi dimana sangat banyak angin atau berangin-angin maka 
dinamakan Koto Baringin yang dipimpin oleh 7 suku atau Datuak Nan 
Batujuah, suatu daerah yang tanahnya banyak batu, seolaholah beralaskan 
batu maka disebut Koto Lantai Batu dipimpin oleh niniak mamak Ampek 
Jurai atau Datuak Nan Barampek, dan daerah disuatu bukit yang ditumbuhi 
lalang seperti rambut bergombak maka disebut Koto Bukit Gombak 
dipimpin oleh 4 suku ,8 datuak dan 1 suku kerajaan Sawah Patai,di pimpin 
oleh sultan rajo alif. 
Setelah berdirinya Kerajaan Pagaruyung yang berpaham dari koto 
piliang, timbul rasa cemas dari Dt. Bandaro Kuniang seorang Raja Lima 
Kaum atau Raja Keselarasan Bodi Caniago yang disebut Raja Patah 
Gadiang terhadap pengaruh yang ditanamkan dari Pagaruyung, maka oleh 
raja diperintahkan membangun 9 koto didalam  yaitu : Tabek boto, 
Salaganda (jambak mandahiliang),Baringin, Koto Baranjak, Lantai Batu, 
Ambacang balirik, Bukit Gombak, Sungai ameh, sambilan jo Rajo Dani di 
Padang Ganting, agar Bodi Caniago selamat dari pengaruh paham Koto 
Piliang dan tiap Koto dipimpin oleh Kepala Adat. Pada saat belanda 
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menguasai seantero nusantara ini, maka Luhak Nan Tuo juga termasuk 
daerah jajahan belanda, maka oleh kaum penjajah dibangun sistem 
kelarasan, maka Sembilan Koto di dalam kecuali sungai ameh, dan Rajo 
Dani di Padang Ganting menjadi sebuah Nagari yang dinamakan Nagari 
Baringin yang termasuk kepada lareh Limo Kaum dengan sistem adat Bodi 
Caniago yang terdiri dari tiga Jorong Adat, keadaan ini bertahan sampai 
Jaman Orde Baru. Dan melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1983, maka 
sistem pemerintahan Nagari dipecah menjadi berlurah-lurah untuk wilayah 
kota dan berdesa-desa bagi daerah pedesaan, maka berhubung Nagari 
Baringin dipecah menjadi 11 Kelurahan dan kemudian karena adanya 
perluasan wilayah kota agar memenuhi syarat menjadi Kota Administratif 
yang dicanangkan oleh Bupati Tanah Datar yaitu Bapak Ikasuma Hamid 
sehingga Jorong Kampung Baru yang masuk wilayah Pagaruyung dan 
Jorong Minang yang wilayah Simpurut menjadi Lurah yang kemudian 
dalam perkembangannya dimana lurah kembali menjadi Jorong dibawah 
naungan Pemerintahan Nagari, maka Nagari Baringin memiliki 13 Jorong 
Pemerintahan yang didalamnya terdapat 3 Jorong Adat.
22
 
2. Batas-Batas Nagari  
Batas-batas Administrasi Nagari Baringin adalah sebagai berikut : 
1. Sebelah Utara : berbatasan dengan NagariSimpuruik 
2. Sebelah Selatan  : berbatasan denganNagari Limo Kaum 
3. Sebelah Barat : berbatasan dengan Nagari Gurun 
                                                 
22
 Arsip Kantor Wali Nagari Baringin tahun 2019. 
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4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Nagari Saruaso 
3. Kelembagaan Nagari 
1. Tungku Tigo Sajarangan Dan Tali Tigo Sapilin 
Minangkabau tidak saja unik dengan garis keturunannya atau sistem 
pemerintahan nagarinya, tetapi juga pada sistem kepemimpinannya. 
Membahas soal kepemimpinan di Nagari Baringin ini, maka tidak bisa 
dilepaskan dari konsep tungku tigo sajarangandan tali tigo sapilin, yang 
terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Kepemimpinan niniak mamak 
b. Kepemimpinan alim ulama 
c. Kepemimpinan cadiak pandai 
Ketiga bentuk kepemimpinan ini lahir dan ada, tidak lepas dari 
sejarah masyarakat minangkabau sendiri. Ketiga corak kepemimpinan 
tersebut mempunyai perbedaanterutama sekali statusnya dalam masyarakat 
adat. Kepemimpinan niniak mamak merupakan kepemimpinan tradisional, 
ia sesuai dengan pola yang telah digariskan oleh adat. Kepemimpinan 
secar berkesinambungan, dengan arti kata “patah tumbuah hilang baganti” 
dalam kaum masing-masing, suku dan nagari. Seseorang tidak akan 
berfungsi sebagai niniak mamak dalam massyarakat adat seandainya 
dalam kaum keluarga sendiri tidak mempunyai gelar kebesaran kaum yang 
diwarisinya. Kepemimpinan alim ulama dan cadiak pandaidapat diperoleh 
oleh siapa sajatanpa membedakan asal usul dan keturunan. Kepemimpinan 
dan kharisma seorang alim ulama dan cadiak pandai tidak terbatas pada 
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lingkungan masyarakat tertentu, dan malahan peranannya jauh dari 
masyarakat nagarinya. Ketiga sistem kepemimpinan tadi dalam 
masyarakat Minangkabau disebut “tungku tigo sajarangan, tali tigo 
sapilin”. Mereka saling melengkapi dan menguatkan, dan juga merupakan 
filosofi dalam kepemimpinan masyarakat Minangkabau. Ketiga unsur 
tersebut menjadi simbol kepemimpinan yang memberi warna dan 
mempengaruhi perkembangan masyarakat Minangkabau. 
2. Kepemimpinan Niniak Mamak 
Niniak mamak atau yang lebih dikenal dengan nama pangulu adalah 
pemimpin adat (fungsional adat) di Minangkabau. Jabatan niniak mamak 
adalah sebagai pemegang sako datuak secara turun temurun menurut garis 
keturunan ibu dalam sistem matrilineal. Sebagai pemimpin adat maka ia 
memelihara, menjaga, mengawasi, megurusi, dan menjalankan seluk beluk 
adat. Ia adalah pemimpin dan pelindung kaumnya atau anak 
kemenakannya menurut sepanjang adat. Keberadaan niniak mamak 
ditengah masyarakat lebih jauh terlihat dalam pepatah adat berikut : 
Ibaraik kayu gadang ditangah koto 
Ureknyo tampek baselo 
Batangnyo tampek basanda 
Dahannyo tampek bagantuang 
Daunnyo katampek bataduah kahujanan 
Tampek balinduang kapanehan 
Nan didahulukan salangkah 
Nan ditinggikan sarantiang 
Ka pai tampek batanyo 
Ka pulang tampek babarito 
 
Maksudnya niniak mamak mempunyai kedudukan yang lebih tinggi 
dibanding jabatan lainnya yang ada di dalam masyarakat, merupakan 
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tempat sandaran dan tempat bertanya tentang berbagai permasalahan yang 
dihadapi warga dalam suatu nagari. 
Kepemimpinan niniak mamak itu disamping arif bijaksana, ia juga 
harus pintar memilah-milah diantara sekian banyak kasus yang terjadi di 
kalangan anak kemenakan atau masyarakatnya. Ia akan mengambil suatu 
keputusan yang bijak, masuk akal dan menyenangkan dengan ukuran-
ukuran (norma) yang umum. 
3. Kepemimpinan Alim Ulama 
Kekuatan filosofi “Adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah” 
(ABS SBK) merupakan dasar dari kehidupan masyarakat minangkabau. 
ABS SBK yang merupakan buah penghayatan yang dalam, diharapkan 
tercermin dalam bentuk perilaku yang luhur dan akhlak yang mulia. Nilai-
nilai budaya inilah yang menjadi pegangan hidup yang positif, mendorong 
dan merangsang masyarakat minang untuk terus berprestasi, dan menjadi 
penggerak kegiatan masyarakat bernagari. Sikap jiwa yang lahir dari 
pemahaman syara’ dalam budaya minangkabau, menjadi kekuatan besar 
dari kekayaan budaya masyarakat yang tak ternilai harganya. Berdasarkan 
filosofi ini, maka keberadaan alim ulama di minangkabau tidak bisa 
dipandang sebelah mata, tetapi menjadi bagian penting dalam tatanan 
kehidupan di masyarakat, mengingat kuatnya tradisi keagamaan yang 
mengikat kehidupan bermasyarakat minangkabau. Ulama lebih banyak 
berfungsi sebagai Pembina Imam dan akhlak anak nagari, ulama bukan 
punya kaum atau suku saja tetapi adalah milik nagari. Sifat pelayanannya 
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adalah kenagarian. Konsep kepemimpinan alim ulama dijelaskan dalam 
pepatah adat dibawah ini : 
Suluah bendang dalam nagari 
Palito nan tak namuah padam 
Duduaknyo bacamin kitab 
Tagak nan rintang jo pituah 
 
Maksudnya alim ulama bertindak sebagai obor (suluah) yang 
menerangi dari kegelapan. Ia harus tau akan halal dan haram, tau yang hak 
dan yang bathil, dan tau akan syariat dan hakikat, serta mampu jadi 
penenang bagi setiap kerusuhan yang terdapat dalam masyarakat nagari. 
Dalam sistem pemerintahan nagari, ulama perlu diberikan posisi tawar 
yang kuat, terutama sekali dalam mengontrol akhlak penyelenggara 
pemerintahan nagari. 
4. Kepemimpinan Cadiak Pandai 
Pendidikan bagi masyarakat minangkabau merupakan sesuatu yang 
sangat penting. Ungkapan kok nak mambantuak batuang iyolah dari 
rabuang, merupakan salah satu wujud dari pentingnya pendidikan bagi 
masyarakat minangkabau. Ungkapan tersebut memiliki makna yang sangat 
substansial. Bagi masyarakat minangkabau pendidikan harus dimulai sejak 
usia dini, yang dalam hal ini dikiaskan dengan rebung. Pembentukan 
watak manusia harus dimulai dari kecil, sejak manusia belum memiliki 
karakter yang sesungguhnya, bila telah dewasa sangatlah sulit membentuk 
watak manusia.  
Secara formal dalam sistem kepemimpinan di minangkabau 
dipegang oleh kalangan cadiak pandai sebagai kalangan yang berilmu 
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pengetahuan dalam arti yang luas. Cadiak pandai mempunyai tugas dalam 
membuat undang-undang atau membuat peraturan. Sebagai orangyang 
berilmu dan dipandang arif bijaksana, ia haruslah : 
Tau dek rantiang nan ka mancucuak 
Tau di dahan nan ka maimpok 
 
Artinya dalam proses kepemimpinannya, cadiak pandai harus bisa 
mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi dan mencari 
pemecahan masalah dari berbagai persoalan yang timbul dalam 
masyarakat. Sebagai pemimpin dalam struktur pemerintahan di 
minangkabau, kalangan cadiak pandai harus bisa menjadi jembatan bagi 
masyarakatnya dengan dunia luar. Jalinan komunikasi yang efektif dengan 
lingkungan yang berasal dari luar daerahnya ikut menentukan kemajuan 
daerah yang dipimpinnya. 
5. Urang Ampek Jinih 
a. Pangulu 
1) Bertanggung jawab ke luar dan ke dalam suku dan atau 
kampuang dalam memimpin anak kemenakan. 
2) Karena kato pangulu kato pusako tagak dipintu bana, maka 
pangulu bertugas menghukum adia bakato bana.  
3) Berfungsi mengkondisikan dan mengkonsultasikan segala hal 
yang akan diambil keputusan kepada seluruh perangkat suku 
dan atau kampung. 
4) Berwenang menunjuk perangkatnya dalam melaksanakan tugas 
pokok dan fungsinya. 
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5) Manuruik labuah nan luruih, maikuik kato nan bana, 
mamaliharo anak kamanakan, dan manjago harato pusako. 
b. Manti 
Manti adalah pembantu pangulu di bidang tata laksana 
pemerintahan. Hal-hal yang berhubungan dengan pemerintah 
menurut adat diurus oleh manti.  
 Seorang manti adalah orang yang arif bijaksana. Ia pandai 
membaca situasi, membaca keadaan. Ia dapat bertindak tepat dan 
cepat dalam mengatasi masalah. Dalam melaksanakan tugas ia 
senantiasa bertindak hati-hati. Oleh karena itu manti disebut juga 
sebgai pembantu utama pangulu dibidang pemerintahan adat. 
c. Malin 
Malin adalah pembantu pangulu dibidang agama. Semua 
urusan agama menjadi tanggung jawabnya. Ia bertindak menurut 
ajaran islam, menurut Alquran dan Hadist. Tugasnya membimbing 
masyarakat ke jalan yang ditentukan dalam islam. Ia membimbing 
anak-anak mengaji, mengajari anak-anak melaksanakan ibadah, dan 
memberi penyuluhan kepada masyarakat dalam islam. 
 
d. Dubalang 
Dubalang (hulubalang) adalah pembantu pangulu dibidang 
keamanan. Ia bertugas menjaga dan memelihara keamanan dan 
ketentraman masyarakat. Dengan keberadaan dubalang, masyarakat 
merasa aman dan tentram.  
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e. Jinih Nan Ampek 
6. Sistem Kekerabatan /Kelarasan 
Sistem kekerabatan / kelarasan yang ada di nagari baringin yaitu 
sistem kekerabatan  Bodi caniago. 
B. Kondisi Umum Nagari Baringin 
1. Kondisi Geografis Nagari 
a. Kondisi Geografis Nagari 
Nagari Baringin terletak pada 00
017’ LS-00039’ LS dan 1000 19’ 
BT-100
0
 51’ BT mempunyai luas 13,15 Km2,  terdiri dari 13 Jorong. 
Berdasarkan ketinggian, Nagari Baringin terletak pada ketinggian antara 
445 s/d 450 meter di atas permukaan laut. 
b. Batas Administrasi Nagari 
                  Batas-batas administrasi Nagari Baringin adalah sebagai berikut: 
-  Sebelah Utara : berbatasan dengan Nagari Simpuruik 
-  Sebelah Selatan  : berbatasan dengan Nagari Limo Kaum 
-  Sebelah Barat : berbatasan dengan Nagari Gurun 
-  Sebelah Timur : berbatasan dengan Nagari Saruaso 
c. Luas Wilayah 
Luas wilayah Nagari Baringin adalah 13,15 Km
2 
atau 1.315 Ha, 







Luas Wilayah Jorong 
di Nagari Baringin Kecamatan Lima 
Kaum 
 

























































Jumlah 13,15 100,00 
   Sumber Data: Kantor Nagari Baringin 2018 
d. Topografis Dan Penggunan Lahan 
Topografi Nagari Baringin berbukit-bukit dan bergelombang, beriklim 
tropis dan memiliki kawasan hutan.  Luas lahan di Nagari Baringin sebagian 
besar terdiri dari kawasan hutan + 0,7 %. Bila dilihat dari komposisi 
penggunaannya, lahan di Nagari Baringin lebih banyak diperuntukan untuk 










Luas Lahan Menurut Penggunaan 
di Nagari Baringin 
 
No. Penggunaan Lahan Luas Area (Ha) Persentase 
(%) 
1. Pemukiman 315 23,59 
2. Sawah 269 20,46 




5. Perkebunan 66 5,02 




8. Tanah terbuka 145 11,03 
9. Lainnya (Rumah 
Ibadah, Sekolah) 
72 5,47 
Jumlah 1.315 100,00 
            Sumber Data: Kantor Nagari Baringin 2018 
e. Hidrologi 
Irigasi berpengairan teknis dan non teknis 
2. Penduduk 
Mengenai kependudukan di kenagarian Baringin kecamatan Lima 
Kaum kabupaten Tanah Datar. Untuk mencapai manusia yang berkualitas 
dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit pencapian program 
kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, merupakan tingkat 
kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, 
penyebaran penduduk merupakan modal pembangunan yang harus 
ditingkatkan. 
Jumlah penduduk Nagari Baringin tahun 2018 tercatat sebanyak 




Luas wilayah dan Jumlah Penduduk Berdasarkan  


















2. Lantai Batu 3,50 1.262 1.271 2533 
3. Malana Ponco 0,25 1.275 1.288 2563 
4. Bukit Gombak 4,25 1.119 1.190 2309 
5. Kampung Baru 0,50 832 841 1673 
6. Jalan Minang 0,20 184 197 381 
7. Parak Juar 0,30 728 739 1467 
8. Belakang Pajak 0,10 182 178 360 
9. Pasar 0,30 210 185 395 
10. Diponegoro 0,10 119 136 255 
11. Kampung Sudut 0,07 168 150 318 
12. Jati 0,20 446 459 905 
13. Sigarunggung 0,10 214 240 454 
Jumlah 13,15 8.271 8.307 16.578 
Sumber Data: Kantor Nagari Baringin 2018 
Dilihat dari segi komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin di 
Nagari Baringin dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel II.4 
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin 












2011 14.530 6917 47,60 7613 52,40 
2012 15.315 7521 49,10 7794 50,90 
2013 15.760 7862 49,10 7898 50,90 
2014 16.228 8137 50,14 8091 49,86 
2015 16.401 8180 49,87 8221 50,13 
2016  16.575 8264 49,86 8311 50,14 
2017 16.578 8.271 49,89 8.307 50,11 



















2011 14.530 13,15 1104 
2012 15.315 13,15 1164 
2013 15.760 13,15 1198 
2014 16.228 13,15 1234 
2015 16.401 13,15 1247 
2016 16.575 13,15 1260 
2017 16.578 13,15 1261 
Sumber: Pemerintah Nagari Baringin 2018 
3. Pekerjaan 
Mengenai pekerjaan merupakan suatu proses untuk mencari 
kelengkapan hidup sebagai syarat dalam memenuhi penafkahan kepada 
keluarga. Pekerjaan dijadikan sebagai cara dalam usaha untuk bertahan hidup 
demi menghidupkan keluarga yang sejahtera. 
Tabel II.6 
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut  
Lapangan Usaha Di Nagari Baringin Tahun 2018 
 
No Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan Jumlah 
1. Pertanian 1407 497 1904 
2. Pegawai Negri Sipil 419 439 858 
3. Pengawai BUMN(PLN) 67 29 96 
4. Perkeja Bangunan/ konstruksi  194 7 201 
5. Perdagangan , 880 659 1539 
6. Pengangkutan dan komunikasi 102 15 117 
7. Lembaga. Keuangan 
(BPR,BANK,BMT) 
38 9 47 
8. Jasa-jasa Lainya 311 205 516 
9. Perbengkelan 59 - 59 
10. Karyawan hotel dan restoran 47 25 72 
Jumlah 4972 283 5244 





Pada hakikatnya pendidikan merupakan sarana mendasar upaya 
manusia untuk memperoleh kelangsungan hidupnya. Secara instrumental 
pendidikan merupakan salah satu infrastruktur untuk pengembangan sumber 
daya manusia dan pelestarian dan budaya dalam proses alih generasi secara 
berkesinambungan. Npendidikan merupakan hak asasi setiap manusia dalam 
proses mempersiapkan dirinya menuju masa depan yang lebih baik.
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Untuk melihat keadaan Tingkat pendidikan di Nagari Baringin dapat 
dilihat pada tabel dibawah ini: 
Tabel II.7 
Jumlah Penduduk Menurut 







JUMLAH MURID TOTAL 
 Laki-laki Perempuan 
1 TK 8 330 318 648 
2 a.  SD Negri 14 1422 1349 2771 
b. SD Swasta 3 404 359 763 
c. MIS 1 63 60 123 
3 SLTP 3 1207 1288 2435 
4 a. MTS Negri 1 396 440 836 
b. MTS Swasta 1 221 154 375 
5 a. SMA Negri 2 495 715 1210 
b. SMA Swasta 1 237 347 584 
6 a. SMK Negri 1 271 31 302 
b. SMK Swasta 2 322 70 392 
 JUMLAH 37 5.868 5.131 10.439 
Sumber Data : Kantor Nagari Baringin Tahun 2018 
 
5. Agama 
Agama adalah wahyu yang diturunkan Tuhan untuk manusia. Fungsi 
dasar agama adalah memberikan orientasi, motivasi, dan membantu manusia 
                                                 
23
 Mohammad Surya, Bunga Rampai Guru dan Pendidikan, (Jakarta : Balai Pustaka, 
2004), Ed. 1, h. 139. 
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untuk mengenal dan menghayati sesuatu yang sakral. Lewat pengalaman 
beragama, yatu penghayatan kepada Tuhan, manusia menjadi memiliki 
kemampuan, kesanggupan, dan kepekaan rasa untuk mengenal dan memahami 




NO AGAMA JUMLAH 
1 Islam 12579 Orang 
2 Kristen 132 Orang 
3 Protestan 61 Orang 
4 Katolik 27 Orang 
5 Hindu - 
6 Budha 9 Orang 
         Sumber Data : Kantor Nagari Baringin 2018 
Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan  
1. Kependudukan 
Jumlah usia produktif lebih banyak disbanding dengan usia anak – anak 
dan lansia dengan perbandingan : 70 % :57 %:14 % 
2. Kesejahteraan 
Jumlah KK sedang mendominasi yaitu 58% KK prasejahtera :38% ,KK 
Sejahtera 2,85%,KK Miskin 1,04%. 
3. Tingkat Pendidikan 
Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun 
terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SD dan SLTP 
mendominasi peringkat pertama. 
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4. Mata Pencaharian 
Realitas mata pencaharian penduduk petani dan buruh tani, sebab ini 
mudah turun temurun, apa lagi sawah pertanian cukup luas dan pengairan 
yang memadai. 
5. Agama 
Seluruh warga masyarakat Nagari Baringin adalah beragama Islam, 




TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI 
 
A. Pengertian Jual Beli 
Jual beli (al-bai‟) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran 
barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat 




Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang 
dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing 
definisi sama. Sayyid Sabiq,
25
 mendefinisikan dengan : 
Artinya : “Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling 
merelakan”. Atau, “memeindahkan milik dengan ganti yang dapat 
dibenarkan”. 
   Dalam definisi di atas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan”, 
“ganti” dam “dapat dibenarkan” (al-ma‟dzun fih). Yang dimaksud harta dalam 
definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan 
yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud milik agar dapat 
dibedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan ganti dapat 
dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat 
dibenarkan (al-ma‟dzun fih) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang 
terlarang. 
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 Imam mustofa,  Fiqih Muamalah Kontemporer, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), cet. ke-
1, hlm. 21 
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 Sayyid Sabiq, op. cit., hlm. 126. 
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Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, maka dapat diambil 
simpulan bahwa jual beli secara terminology atau istilah adalah tukar menukar 
harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara 
suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang 
tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjual belikan dan uang 
pengganti barang tersebut. Hal ini berbeda dengan sewa-menyewa atai ijarah 
yang objeknya berupa manfaat suatu barang atau jasa. Suka sama suka 
merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena adanya kesukarelaan dari 
masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah. 
 
B. Dasar Hukum Jual Beli 
Jual beli sebagai bagian dari mu’amalah mempunyai dasar hukum yang 
jelas, baik dari al-Qur’an, al-Sunnah dan telah menjadi ijma’ dan kaum muslimin. 
Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu’amalah, akan tetapi menjadi salah satu 
media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia. 
1. Dasar dalam al-Qur’an 
a. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 : 
               
Artinya :“Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengaharamkan riba”26 
b. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayar 198 : 
                   
Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil 
perniagaan) dari tuhanmu.” 
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c. Firman Allah dalam surat an-Nisaa’ ayat 29 : 
                          
                           
Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-suka 
diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh darimu; 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”27 
 
2. Dasar dalam al-Sunnah 
Dasar hukum yang berasal dari al-Sunnah anatara lain adalah sebagai 
berikut : 
a. Hadist Rasulullah saw. Yang diriwayatkan Rifa’ah bin Rafi’ al-Bazar dan 
Hakim: 
 ؟َُبَُْطأ ِبْسَكنا ٌُّ َأ : مهسو وُهع الله ًهص ٍّ ِبَّننا مِئُس ُّمُكَو ِهَِدُِب ِمُجَّنا ُمَمَع : َلَبَقف
مكبحناو زاّزبا هاوز ( .ٍزوُسْبَم ٍعُْ َب )  
Artinya : “Rasulullah Saw. Bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat 
mengenai pekerjaan yang paling baik; Rasulullah ketika itu 
menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang 
sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur 
tanpa diiringi kecurangan)”.28 
b. Rasulullah Saw. Bersabda : 
 ََتبلاِخ َلا : ُمَقف َتَعََبب َذِا 
 ٌزبخبنا هاوز(ونع الله ٍضز سمع هبا الله دبع هع مهسمو )   






 Badruddin al_aini al-Hanafi, „Umdatul Qari Sahih al-Bukhari , (Digital 
Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Ssani, 2005), ed. XVII, hlm. 289 
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Artinya : “Apabila engkau menjual sesuatu, maka katakanlah : Tidak ada 
tipuam di dalamnya” (HR. Bukhari dan Muslim dari Abdullah 
bin Umar Ra).”29 
c. Hadis Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan Sufyan dari Abu Hamzah dari 
Hasan dari Abi S’aid : 
 ًَ ِضَز ْيِزْرُخنا ٍدُْ ِعَس ٍَِبا ِهَسَحْنا ْهَع ِةَزْمَح ِبَبأ ْهَع َن َبُْفُس ْهَع 
 َع الله ْن ُو  َق َلب  َق َلب  ُز ُس َع الله ُلْى َه ِوُ  َو َس َه َم  ْنا : َت َِملاا ُسِجب ُهُ  َصنا َم ُقوُد َع 
 َو ِه َُُِّبَّننا ِصنا َْ َّد ِق ُْ َه  َو ُّشناءاَده  
Artinya : “Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi S’aid dari 
Nabi Saw. Bersabda : pedagang yang jujur dan terpercaya itu 
sejajar (tempatnya di surga) dengan para Nabi, shiddiqin dan 
syuhada”.30 
3. Dasar dalam Ijma’ 
Legitimasi dari ijma’ adalah ijma’ ualama dari berbagai kalangan 
mazhab telah bersepakat akan disyarakatkannya dan dihalalkannya jual beli. 
Jual beli sebagai mu’amalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman 
dahulu. Islam datang member legistimasi dan member batasan dan aturan agar 
dalam pelaksanaanya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat 
merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks Indonesia juga ada 
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C. Rukun dan Syarat Jual Beli 
Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan 
syarat yang telah ditentukan oleh syara’. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para 
ulama berbeda pendapat. Dalam menentukan rukun jual beli ini terdapat 
perbedaan pendapat ulama mazhab Hanafi dan jumhur ulama. 
Rukun jual beli menurut ulama mazhab Hanafi hanya satu, yaitu ijab dan 
kabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan 
(keridaan) kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan itu 
merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang 
menujukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator ini bisa tergambar 




Hal ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa 
rukun jual beli itu ada empat, yaitu : 
a. Ada Orang yang berakad atau al-muta‟aqidain (penjual dan pembeli); 
b. Ada Sighat (lafal ijab dan kabul); 
c. Ada barang yang dibeli; 
d. Ada nilai tukar pengganti barang.33 
Menurut ulama mazhab Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli, 
dan nilai tukar barang termasuk dalam syarat jual beli, bukan rukun. 
Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang 
dikemukakan jumhur ulama diatas adalah sebagai berikut :  
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1) Syarat-syarat orang yang berakad. 
Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad 
jual beli harus memenuhi syarat berikut: 
a) Berakal. 
Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal 
hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz
34
, 
menurut mazhab Hanafi, apabila akad yang dilakukannya membawa 
keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, 
maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian 
bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, 
mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak 
dibenarkan menurut hukum Islam. 
Transaksi yang dilakukan anak kecil yang mumayyiz yang 
mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa-
menyewa, dan perserikatan dagang, dipandang sah, menurut hukum 
dengan ketentuan bila walinya mengizinkan setelah dipertimbangkan 
dengan sematang-matangnya. 
Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan 
akad jual beli itu harus telah akil baligh dan berakal. Apabila orang 
yang berakad itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, 
sekalipun mendapat izin dari walinya. 
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b)  Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, 
seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan 
sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad 




2)   Syarat yang terkait dengan ijab kabul 
Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual 
beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada 
saat akad berlangsung. Ijab dan kabul harus diungkapkan secara jelas 
dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad 
jual beli dan sewa-menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang 
sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf, 
tidak perlu kabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja. 
Bahkan menurut Ibnu Taimiyah dan ulama yang lainnya, ijab pun tidak 
diperlukan dalam masalah wakaf.
36
 
Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, 
maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Barang yang 
berpindah tangan itu menjadi milik pembeli dan nilai tukar atau uang 
berpindah tangan menjadi milik penjual. 
Ulama fikih mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu 
adalah sebagai berikut: 
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a) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal atau telah 
berakal, sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-
syarat seperti telah dikemukakan diatas; 
b) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual 
tas ini seharga Rp.20.000,-” lalu pembeli menjawab: Saya beli dengan 
harga Rp. 20.000,-”. Apabila antara ijab dan Kabul tidak sesuai maka 
jual beli tidak sah. 
c) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya, kedua belah 
pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan 
masalah yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu   pembeli 
beranjak sebelum mengucapkan kabul atau pembeli melakukan 
aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia 
mengucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fikih, jual beli 
ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus 
dijawab langsung dengan kabul. Dalam hal ini, ulama mazhab Hanafi 
dan mazhab Maliki mengatakan bahwa antara ijab dan kabul boleh 
saja diantarai oleh waktu dengan perkiraan bahwa pihak pembeli 
memiliki kesempatan berpikir. Namun, ulama mazhab Syafi’i dan 
mazhab Hanbali berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul jangan 
terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek 
pembicaraan telah berubah. 
Di zaman modern, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, 
akan tetapi dilakukan dengan tindakan pembeli mengambil barang dan 
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membayar uang, serta tindakan penjual menerima uang dan menyerahkan 
barang tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli di super market, mall, 
dan toko-toko lainnya. Jual beli ini dalam fikih Islam disebut dengan ba‟i  
al-mu‟atah. 
 Dalam kasus perwujudan ijab dan Kabul melalui sikap  ini (Ba’i al-
mu’athah) terdapat perbedaan pendapat di kalangan ualama fiqih. Jumhur 
ulama berpendapat bahwa jual beli itu seperti hukumnya boleh, apabila 
hal ini telah merupaka kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri, 
karena hal ini telah menunjukan unsur saling rela dari kedua belah pihak. 
Menurut mereka, di antara unsur terpenting dalam transaksi jual beli 
yaitu suka sama suka (al-taradhi), sesuai dengan kandungan surat an-
Nisa’ ayat 29 dalam uraian yang lalu. “Sikap mengambil barang dan 
membayar harga barang oleh pembeli menurut mereka telah menunjukan 
ijab dan Kabul dan telah mengandung unsur kerelaan”.37 
Akan tetapi, ualama Syafi’iyah berpendapat bahwa transaksi jual 
beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui ijab 
dan Kabul. Oleh karena itu, menurut mereka jual beli seperti kasus di 
atas (ba’I al-mu’athah hukumnya tidak sah, baik jual beli itu dalam partai 
besar maupun kecil. Alasan mereka adalah unsur utama jual beli yaitu 
kerelaan kedua belah pihak. Unsur kerelaan, menurut mereka, adalah 
masalah yang amat tersembunyi dalam hati, karenanya perlu 
diungkapkan dengan kata-kata ijab dan kabul; apalagi persengakataan 
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dalam jual beli dapat terjadi dan berlanjut ke pengadilan. Akan tetapi 
sebagian ulama Syafi’iyah yang mncul belakangan seperti Imam al-
Nawawi seorang fiqih dan muhaddis mazhab Syafi’I dan al-Baghawi 
seorang mufasir mazhab Syafi’I menyatakan bahwa jual beli al-mu‟athah 
adalah sah, apabila ha itu telah merupakan kebiasaan suatu kebiasaan di 
daerah tertentu. 
Akan tetapi, sebagian ualama Syafi’iyah lainnya membedakan 
anatara jual beli dalam jumlah besar dan dalam jumlah kecil.  Menurut 
mereka, apabila yang diperjual belikan dalam jumlah besar, maka jual 
beli al-mu‟athah tidak sah, tetapi apabila jual beli dalam jumlah kecil 
maka jual beli ini hukumnya sah. 
Terkait dengan masalah ijab dan kabul ini adalah jual beli melalui 
perantara, baik melalui orang yang diutus maupun media cetak, seperti 
surat menyurat dan media elektronik, seperti telepon dan faksmile. Para 
ulama fiqih sepakat bahwa jual beli melalui perantara atau dengan 
mengutus seseorang dan melalui surat menyurat adalah sah apabila 
anatara ijab dan kabul sejalan. Oleh sebab itu, sekaligus dalam fiqh-fiqh 
klasik belum ditemui pembahasan itu, tetapi para ulama fiqh 
kontemporer, seperti Mustafa Ahmad al-Zarqa’ dan Wahbah al-Zuhaily 
mengatakan bahwa jual beli melalui perantara itu diperbolehkan asal 
antara ijab dan kabul sejalan. Menurut mereka, satu majelis tidak harus 
diartikan sama-sama hadir dalam satu tempat secara lahir, tetapi juga 
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dapat diartikan dengan satu situasi dan satu kondisi, sekaligus antara 
keduanya berjauahan, tetapi topik yang dibicarakan adalah jual beli itu.
38
 
c) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (Ma’qud alaih) 
  Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan 
sebagai berikut : 
1) Barang itu ada. Atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual 
menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. 
Misalnya, di satu toko karena tidak mungkin memajang semauanya 
maka sebagian dietakan pedagang pada gudang atau masih di pabrik 
tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan 
persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam 
proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.  
2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, 
namkai khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena 
dalam pandangan syara‟ benda-benda seperti ini tidak bermanfaat 
bagi muslim. 
3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak 
boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau 
emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.  
4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang 
disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. 
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d) Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang) 
 Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang 
yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah 
nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan  al- tsaman dengan al-si‟r. 
menurut mereka al-tsaman adalah harga pasar yang berlaku ditengah-
tengah masyarakat secara actual. Sedangkan al-si‟r adalah modal barang 
yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen 
(pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua yaitu harga antar 
pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). 
Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang 
adalah al-tsaman.  
e) Syarat yang terkait dengan kekuatan hokum akad jual beli. 
 Para ulama fiqh  sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat 
apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar (hak pilih untuk 
meneruskan atau membatalkan jual beli), apabila jual beli itu masih 
mempunyak hak khiyar, maka jual beli itu belum mengikat dan masih 
boleh dibatalkan. 
 Apabila semua syarat jual beli diatas terpenuhi, barulah secara hokum 
transaksi jual beli dianggap mengikat, dan karenanya pihak penjual dan 
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D. Macam-macam Jual Beli 
 Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi obyek jual beli 
dan segi pelaku jual beli.  Pembahasannya sebagai berikut;  
Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam : 
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1. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli 
benda atau barang yang diperjualbelikan ada di  depan penjual dan pembeli. 
Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.    
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli 
salam (pesanan). Salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), 
pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan 
harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan 
barang barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai 
imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.  
3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang 
dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, 
sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang 
titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. 
Dari segi objeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam :
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1. Bai‟ al - muqayadhah , yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang 
lazim disebut dengan barter. Seperti menjual hewan dengan gandum.    
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2. Ba‟i al - muthlaq, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara 
tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlaq, seperti 
dirham, dolar atau rupiah.  
3. Ba‟i al - sharf , yaitu menjualbelikan saman (alat pembayaran) dengan 
tsaman lainnya, seperti dirham, dinar, dolar atau alat-alat pembayaran 
lainnya yang berlaku secara umum.   
4. Ba‟i as - salam . Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi 
sebagai mabi‟ melainkan berupa dain (tangguhan) sedangkan uang yang 
dibayarkan sebagai saman , bisa jadi berupa „ain bisa jadi berupa dain 
namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu 
saman dalam akad salam berlaku sebagai „ain. 




1. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan 
oleh  kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang 
merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan 
yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan 
pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. 
2. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau 
surat menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan 
ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara 
penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi 
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melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara’. 
Dalam pemahaman sebagian Ulama’ , bentuk ini hampir sama dengan 
bentuk jual beli salam , hanya saja jual beli salam antara penjual dan 
pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam 
jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada 
dalam satu majlis akad. 
3. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan 
istilah mu’athah , yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab 
dan qabul , seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan 
label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan 
uang pembayaranya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian 
dilakukan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut 
sebagian ulama’ Syafi’iyah tentu hal ini dilarang, tetapi menurut 
sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang 
kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa ijab 
qabul terlebih dahulu.  
 
E. Jual Beli Terlarang 
Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, teapi sah 
hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapatkan dosa. 
1. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untu membeli 
benda-bendanya dengan harga semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga 
pasaran, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Perbuatan itu sering 
terjadi di pasar-pasar berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. 
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Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran. Jual beli seperti ini 
tidak apa-apa. Rasulullah Saw bersabda. “Tidak boleh menjualkan orang hadir 
(orang di kota) barang orang dusun (baru datang)” (Riwayat Bukhari dan 
Muslim). 
2. Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain seperti sesorang berkata, 
“Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang 
lebih mahal”. Hal ini dilarang karena menyakitkan orang lain. 
3. Jual beli dengan Najasyi ialah seseorang menambah atau melebihi harga 
temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau 
membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama. 
4. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: 
Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barang ku saja kau beli 
dengan harga yang lebih murah dari itu.
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5. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat 
oleh yang membelinya. Misalnya menjual buah anggur kepada orang yang 
biasa membuat khamr dengan anggur tersebut. 
6. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.
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7. Jual beli secara „arbun, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah 
harga lebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan 
pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.
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8. Jual beli secara najasy (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan 
karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui 
orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut). 
9. Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, khamr, 
makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang 
salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan 
memperdagangkannya berarti mendukung praktek maksiat, merangsang orang 
untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk  melakukannya, 
sekaligus mendekatkan mereka kepadanya. 
10. Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang. 
 Terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau 
ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah 
pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh 
Nabi SAW. Misalnya menjual calon anak binatang yang  masih berada dalam 
tulang punggung binatang jantan, atau anak unta yang masih dalam kandungan, 
burung yang berada di udara, atau ikan yang masih di dalam air, dan semua jual 
beli yang masih ada unsur tidak transparan. 
 
F. Garansi dan Resiko 
1. Garansi 
Garansi dalam hukum perjanjian adalah “Kewajiban memikul 





Dari rumusan di atas, dikemukanan bahwa resiko dalam perjanjian jual 
beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut (yang 
dijadikan sebagai objek perjanjian jual beli) mengalami kerusakan. Peristiwa 
itu tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak. Berarti terjadinya suatu keadaan 
yang memaksa di jalur jangkauan para pihak.  
Hal itu sejalan dengan pernyataan Subekti, bahwa persoalan risiko 
berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwaa di luar kesalahan salah satu 
pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain, berpokok jangkal pada 
kejadian yang dalam hukum perjanjian dinamakan keadaan memaksa. 
Dalam ajaran Islam hal itu merupakan sesuatu yang wajar, sebab segala 
sesuatunya dapat terjadi sesuai dengan kehendak Allah SWT. Tidak ada daya 
serta upaya bagi umat manusia jika Allah menghendakinya. 
Yang menjadi persoalan sekarang, siapakah yang menanggung akibat 
yang tidak dikehendaki itu menurut ketentuan Hukum Islam? 
Untuk menjawab pertanyaan itu tentunya tidak mudah, sebab harus 
dikaji kasus per kasus. Tentang terjadinya kerusakan barang dapat 
diklarifikasikan sebagai berikut : kerusakan barang sebelum serah terima dan 
kerusakan barang sesudah serah terima. 
a. Kerusakan Barang Sebelum Serah Terima 
Tentang kerusakan barang sebelum serah terima antara penjual dan 
pembeli, ada beberapa kelompok berdasarkan kasusnya :  
1). Jika barang rusak semua atau sebagian sebelum diserahterimakan akibat 
perbuat pembeli maka jual beli tidak menjadi fasakh (batal), akad 
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berlangsung seperti sediakala dan pembeli berkewajiban membayar 
penuh. Karena ia menjadi penyebab kerusakan. 
2). Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh 
menentukan pilihan antara kembalikan pada orang lain atau 
membatalkan akad (perjanian/kontrak). 
3). Jual Beli menjadi fasakh jika barang rusak sebelum serah terima akibat 
perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau lantaran 
bencana dari Allah SWT. 
4). Jika sebagian yang rusak lantaran perbuatan penjual, pembeli tidak 
berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk 
lainnya (yang utuh, red) pembeli boleh menetukan pilihan 
pengambilannya dengan potongan harga. 
5). Jika kerusakan barang akibat ulah pembeli, pembeli tetap berkawajiban 
membayar. Penjual boleh menentukan pilihan antara membetalkan 
akad atau mengambil sisa dengan membayar kekuranggannya. 
6). Jika kerusakan terjadi akibat bencana dan Tuhan yang membuat 
berkurangnya kadar barang sehingga barang berkurang sesuai dengan 
yang rusak, pembeli boleh memnentukan pilihan antara membatalkan 
akad dengan mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran.  
b. Kerusakan Barang Sesudah Serah Terima    
Menyangkut resiko kerusakan barang yang terjadi sesudah serah 
terima barang antara penjual dan pembeli, sepenuhnya menjadi tanggung 
awab pembeli. Pembeli wajib seluruh harga sesuai dengan yang telah 
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diperjanjikan. Meskipun demikian, apabila ada alternatif lain dari penjual. 
Misalnya dalam bentuk jaminan atau garansi, penjual wajib menggantikan 




Dalam perkembangan dunia perdagangan yang semakin pesat dewasa 
ini, produsen (penjual) beromba-lomba untuk memberikan pelayanan yang 
terbaik bagi para konsumennya (konsumsi). Dewasa ini sering terdengar 
istilah garansi. Garansi dalam perjanjian jual beli adalah tanggungan atau 
jaminan dari seseorang penjual bahwa barang yang dijual tersebut bebas dari 
kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya (dalam hal ini terkencuali 
kerusakan yang tidak diketahui/diberitahu sebelumnya oleh penjual) dan 
lazimnya garansi atau jaminan ini punya jangka waktu tertentu (lazimnya  
tahun, 2 tahun, dan 3 tahun). 
Misalnya, A membeli pesawat televisi kepada Tokko B. Pada waktu 
menyerahkan barang, toko menyertakan kartu garansi. Dalam waktu garansi 
lazimnya selalu dicantumkan ketentuan-ketentuan garansi yang diberikan 
termasuk juga jangka waktunya. 
Menurut pndangan ahli Hukum Islam, perjanjian seperti itu dapat terima 
(tidak bertentangan) dengan Hukum Islam. Ibnu Al ayyim mengemukakan, 
itu kesepakatan dari mereka bahwa jual beli sah dan boleh adanya syarat 
bebas cacat.  
Pada dasarnya hukum kebolehan garansi itu dalam perjanjian jual beli 
                                                             
46




dapat disandarkan kepada hadis : “Kamu lebih mengetahui tentang urusan 
duniawimu.” 
Di tengah-tengah masyarakat dewasa ini, persoalan garansi bukan lagi 
merupakan hal baru. Masyarakat luas sudah menerimanya sebagai suatu 
kebiasaan bahkan boleh dikatakan merupakan kezaliman. Biasanya bila 
seseorang membeli sesuatu barang berharga, sebelum transaksi jual beli 
dilaksanakan terlebih dahulu ditanyakan tentang garansinya. 
Apabila ada suatu kelaziman telah diterima di tengah-tengah masyarakat, 
dan kelaziman itu tidak pula bertentangan dengan ketentuan syariat islam 
maka kelaziman tersebut merupakan hukum. Hal itu sejalan dengan kaidah 
Hukum Islam, “Adat kebiasaan diakui sebagai landasan dasar hukum.” Atau 
dalam istilah lain, kebiasaan itu merupakan sumber hukum. 
Namun, apabila dilihat dari segi kemanfaatannya kepada masyarakat luas 
tentunya sangat besar sekali. Dengan perjanjian garansi dalam jual beli 
sekaligus sebagai perlindungan terhadap konsumen yang notabene tingkat 
ekonominya berada di bawah pihak penjual.
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KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Dari pemaparan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu : 
1. Pelaksanaan jual beli hp bekas di Arif cellular Batusangkar ialah adanya 
ketidakterbukaan dalam melakukan jual beli hp bekas di Arif cellular 
Batusangkar sehingga adanya ketidakridhoan dari para pembeli. 
2. Menurut perspektif fiqih muamalah mengenai pelaksanaan jual beli di Arif 
cellular Batusangkar yang terjadi di toko ini tidak sesuai dengan ketentuan 
syari’at Islam, pelaksanaan jual beli di toko tersebut terindikasi kepada jual 
beli terlarang yaitu jual beli yang tidak transparan. Ketidakterbukaan dari 
pihak toko maka adanya ketidakridhoan pembeli, barang yang sudah dibeli 
tidak dapat dikembalikan dan pihak toko juga tidak memberlakukan hak 
khiyar atas barang yang sudah dibeli, dengan adanya hak khiyar yang juga 
menjadi penunjang keridhoan salah satu pihak seperti yang terkandung dalam 
al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 29. 
B. Saran 
Setelah penulis memaparkan Animo Masyarakat dalam jual beli Hp bekas 
di Arif Cellular Batusangkar Kabupaten Tanah Datar. 
1. Masyarakat hendaknya dalam melakukan transaksi jual beli Hp bekas ini agar 
lebih memperhatikan kondisi Hp agar tidak ada yang tertipu lagi melakukan 





memperhatikan hak penjual dan pembeli, agar terhindar dari jual beli gharar, 
keterpaksaan dan jual beli terlarang lainnya, dimana dalam jual beli harus 
saling ridho antara penjual dan pembeli dan kepada masyarakat untuk lebih 
giat menuntut ilmu dan mendalami pemahaman terhadap agama sejak dini 
mengenai akhlak sebagai mana yang terjadi selama ini, mengenai ibadah, 
muamalah dan akidah. 
2. Kepada pemilik konter/toko hendaknya menjalankan aktivitas perdagangan 
yang jujur sesuai dengan ajaran agama, agar rezeki yang diperoleh lebih 
berkah dan tidak mengharapkan keuntungan duniawi saja. 
3. Kepada Pemerintah hendaknya membuat peraturan yang melindungi hak-hak 
konsumen sehingga proses transaksi jual beli yang terjadi di arif cellular 
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